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PEMERINTAH ROTAHADYA DAFRAE TINGRAT i1
MOJOKERTDO

' PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 17 MOJORERTO

NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG

1ZIN TEMPAT USAHA

DAN IZIN”UNDANG*UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE}

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGRKAT 1I MOJOKERTO

L&,

A ¥

bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pemnba-

ngunan yang bertumpu pada pemeratsan pembang unan déﬁ hasil-
hasilnya, stabllitas yang sehat dan dinamis serla per bunbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, perlu ditingkatykan parlisipasi
masyarakat khususnya dibidanyg usaba dengan menciptakan  ling~
kungan yang sehat, teratur, aman serta efisien dengan membe-
rikan fasilitas pelayénan yang lengkap, tepat dan nemenuhi
persyaratan dengan memperhatikan kaidah/noria-norae sosio

kultural setempat ;

bahwa setlap kegiatan usaha pada dasarnya menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup yang periu diperkirakan pada peren-
canaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan
langkah peranggulangan dampak negalii dan pengenbangan dampak
positii kegiatan tersebut ;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebub huruf & dan b Kon-
sideren ini dan dalam rangka pengarahan dan pengendalian
terhadap kegiatan usaha yang menggunakan tempat atau ruang
tertentu, perlu diatur Iiin Tempat Usaha dan Undang-undang
Gangguan (Hinder Ordonantie) derngan menuangkan dalam suatu

peraturan Daerah.

. Undang — undang Nomor 5 tahun 1974 tentansg Pokuk~pokok Peme-

rintahan di Daerabh ;

. Undang - undang Nemor 17 tamun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kola Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tinur/Java
Tengah/Jawa Barat ;
Undang~-undany  Gangguan (Hinder Ordonantie) Sthl tahun 1926
Nowor 226 vyang diuvbah dan ditambah dengan Stbl tahun 1940
Nomor 14 dan 450 ;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 17 Drt tahun 1967 lentang Peraturan Umum
Retribusi Daerzh ;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1867 tentang Penanaman Modal
Asing Juncto Undang-undang Nomor 1l tahun 1970 tentang Peru-
bahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1367 tentang
Penanaman Modal Asing ;

Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman “Modal
Dalam Negeri Juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nemor & tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;

. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
Undang-undang Nomer 8 tahun 1984 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukiam Acara Pidana ; .

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984
tentang Pedoman Penyederhanéén dan Pengendalian Perizinan
dibidang Usaha ; ‘ '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Dasrah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1944 tentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 {ahun
1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak
Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang
Gangguan (Hinder Crdonantie} bagi Perusahaan-perusahaan yang
mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1
tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nowoxr 1 tahun 1885 tentang
Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan
yang mengadakan Penanaman Mcodal menurut Undang-undang Nomor
1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor & tahun 1968 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang
Penertiban Fungutan-pungutan dan Jjangka waktu terhadap Peube-
rian Izin Undang-undang Gangguan ;
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17.

18.

19.

Peraturan ' Menteri Dalam Negeri Homor 2% tahun 1966 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawal Negeri Sipil di

Lingkungan Pémerintah Daerah ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto Nomor
7 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota ;'

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor
1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling-
kungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mpjokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IZIN
TEMPAT USAHA DAN IZIN  UNDBNG-UNDANG  GANGGUAN (HINDER
ORDONANTIE)
BABR 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya  Daerah

Tingkat II Mciokerto ;

. Kepala Daerah, Walilotamadya Kepala Daerah Tingkat II MoJjo~

kerto ;

. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang

dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu

_dengan maksud mencari keuntungan ;

. Izin Tempat Usaha, adalah izin yang diberikan bagi tewpat-

tempat usaha ;

. 1zin Undang-undana Gangguan (Hinder Ordonantie}, adalah izin

vang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang keglatannya
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder
Ordonantie) Stbl tahun 1826 Juncto Stbl tahun 1940 Nomor 14
tahun 450 ;

. Lokasi, adalah letak tempat usaha di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Mojckerto ;
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.

(1}

{2)

PelEUAlly 1 Aldial Bellay urdmyg olau oot numide yend

telah mendapat izin mendirikan Jdan ataa memperiuas tempat

usaha sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

izin ;

. Punggutarn, ééalah pemasukan izin bagi Pemerintah Xotamady=a

Daerah Tingkat II Mojokerto yang dipungut atsu pemberian

Jizin Undang-undang Gangguan {Hinder Crdonantiel.

BAB 1I
OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yangrdi -

adakan di daerah ;

Obyek Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie} adalah
semua tempat usaha yang keglatan usahanya berdasarkan Pasal
1 ayat (1) Undang-undang Gangguan {Hinder Ordonantie) Stbl

tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stbl tahun 1540 Nomor 14 dan 4350

yaitu :

a. Tempat Usaha yang dijalankan dengan alat xerja Kkekuatan
wap air dan gas, demikian puia dengan elektromotor dan
tempat usahba lainnya yang dipergunakan uap air, gas atau
uap bertekanan tinggl ;

b. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengeriakan

dan menyimpan mesiu dan bahan lainnya, termasuk pabrik

dan tempat petasan ;

c. Tempat Usaha vyang dipergunakan untuk membuat ramuan
kimia, termasuk juga pabrik korek api ;

d. Tempat Usaha vang dipergunakan untuk memperoleh, menger-

jakan dan menyimpan benda-benda beruap ;

e. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering
dari benda-henda, tumbuh-tumbuhan dan hewani dan mengei=
jakan hasil yang diperoleh dazi padanya termasuk pabrik
gas ;

f. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk mengerJjakan lemak

dan damar-damar ;

g. Tenpat Usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan me-

ngerjakan sampah ;
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Tempat dzala Degempligan KeCaabaly | wbr ia wlr,  peillces
karan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka
dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan

roti serta pabrik setrop buah-buaban ;

. Tempat Usaha sebagal tempat pembantaian, tempal pengu-

litan, perusahaan pengubahan jerohan, Lempat penjemuran,
tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal
dari hewan, begitu pula tempat penyamaan kulit ;

. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu

merah, genteny ubin dan tegel, tempat pembuatan bLarang
dari yelas, tempat pembakarar kapur, yipsa dan pembahasan

kapur ;

. Tempat Usaha yang dipergunakan sebagal tempalb pencalran

logam, tempat pengeceran, tempat pertukangan besi, tempat
penempaan logam, tempat pemipihah logam, tempat pertuka-
ngan kuningan dan kerets, blik dan tempat pembuatan
ketel;

. Tempal Usaba penggilingan tras, kayu dan minyak ;

Tempat Usaha pembuatan kapal, tempat pembuatan barang
dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggingan
dan kereta, tempat pembuatan teny dan lempat pertukangan
kayu ;

. Tempat Usaha persewaan kendaraan dan perusahaan susu ;
. Tempat Usaha sebagal tempat penenbakan ;

. Tempat Usaha yang dipergunakan sebagal yudang penggan-

tungan tembakau ;

Pabrik untuk mengerjakan xaret, kejal, getah perca atau

bahan-bahan yang berkejal ;

. Pabrik tapicka ;

. Tempat WUsaha yany dipergunakan sebagai gudang  kapok,

perusahaan batik ;

. Tempat Usaha dalam bangunan tetap, bLegilu Jjuga semud

tempat usaha lairmya yang dapat menimbulkan bahaya,

kerugian atau gangguan.

Pasal 3

Setiap crang atau Badan Hukum yany merdizikan dan  atau

memperluas tempal usaha di Daerah yany diwaijibkan memiliki

izin tempat usaha dari Kepala Daerah
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{(2)

(1)

(2}

(3)

(2}

Setiap orang atau Badan Hukur yang mendirikan dan atau
memperluas tempat-tempat usaha di Daerah vyang Kkegiatan
gsahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] Per-
aturan Deerah inl diwajibkan memiliki izin Undang-undang

Gangguar (Hinder Ordonantie) dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin tempat

usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin Un-
dang-undang Ganqguaﬁ- (Hindéi Oréonantie) bagi perusahsan
dalam rangka Penanaman Modal berdasarkan Undang-undang Nomor
1 tahun 1967 Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 dan
Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 Juncto Undang-undang Nomox
12 tahun 1970 mengikuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri

palam Negeri Nomer 12 tahun 1984 ;

Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin Un-
dang-undang Gangguan bagi perorangan atau Badan Hukum y=ng
tidak mwenggunakan fasilitas penanaman nodal berdasarkan
Undang-undany Nomor 1 +tahurr 1567 dan Undang-undang Nomor &
tahun 1968 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daeraix.

BAB I1:
JANGKA WAKTU PERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

Pasal 5

Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-
undang Gangguan- (Hinder Ordonantie), ditetapkan selama usaha
tersebut masih  berjalan dan apabila mewmenuhi persyaratan
yang diperiukan ;

Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan

{Hinder O;donantie) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dagat
dilakukan perdaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun gserall

" dalam rangxa pengendallan dan pengawasan ;

(3)

Perdaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini, . diajukan selambat-lambatnya 3 ' (tiga) bulan sebelum
beraknir masa berlakunya iwin yang dimohonkan pendattaran

ualang.
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[AETEET N )

Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin
Undang-undang  Gangguan (Hinder Ordonantie) berakhiz sebelunm
lampau waktu sebayaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Fer -
aturan Daerah ini, jika :
a. pemegang Izin Tempat Usaha meninggal dunia ;
b. status Badan Hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan ;
c. izin dicabut cleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

d. dipindah tangankan ;

e. atau atas permintzan pemegang izin.

Pasal 7

{1) Penolakan Izin dilakukan dengan surat Keputusan memuat

alasan-alasannya j;
{2} Yang dapat menyebabkab penclakan hanyalah :

I. Semua tempat usaha yang kegiatan usahanya sebagaimana di
maksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Gangguan
{(Hinder Ordinantie} 8tbl tahun 1926 Nomor 226 Juncto
Stbl tahun 1940 Nomcr 14 dan 450 ;

II. Keberatan-keberatan karena kekawatiran akan :
a. bahaya ;
b. kerugian milik, perusahaan atau kesehatan ;
C. gangguan yang sangat, termasuk

1. hal membuat rumah kediaman atau bagian dari pada
ry2 menjadi tidak dapat atau Kurang baik untuk
didiami, hal merintangi sekolah-sekolah  atsu
Dilik-bilik dan bangunan-bangunan yang diperguna-
kan untuk merawat orang sakit atau untuk menjaian-
kan ibadah umum, yang terletak dalam lingkungan
200 (dua ratus; meter dari bangunan atau ruangan
dari tempat usaha masing-nasing menurut guna
banqunan atau bilik tersebut pada waktu permintsan

diajukan ;

2. hai wmenyebarkan kotoran atau uap atav bau yang

busuk.

(3) Kekawatiren akan persaingan dalam suatu perusahaan, yang
dikemukakan oleh yang berkepentingan, tidak dapat merupakan

alasan untuk penolakan.
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Paszal 3

Jika kekawatiran akan bahaya, kerugian atau yangguan
dapat dihindarkan dengan syarat-syarat, waka izin diberikan

dengan bersyarat.

Pasal E

{1} Untuk setlap pember ian Izin Tenpat Usaiia dai 1zin  Undang-
undang Gangguan (Hinder Ordunentie) selbagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan ;

(2) Besarnya pengutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetap
kan berdasarkan golongan perusahaan sebagai berikut @

a. Izin Tempat Usaha :

1. Golongan 1 adalah perusahaan yand tidak digerakkan
oleh kekuatan vap alr, 49as atau elek-
trometer ataw tidek memperyunakan  uap
air, g¢as atau tekanan tinygi dan luas
tempat usahanya {idak melebibi 25 My
ditetapkan sebesar Rp. 10.600,- (sepuluh

ribua rupiahj

7. Golongan II adalah perusahaan yang fidak digerakkan
oleh kekuatan uap air, gas atav elek-
trometer atau tidak Memperyunakan  uap
air, gas atau usp tekanzn tinggl dan
juss tempat usahanya diatas 25 M2 sampai
dengan 100 M2 ditetapkan sebesar

Rp. 20.000,- {(dua puluh ribu rupiah)

3. Golongan IIT adalah perusahaan yang tidak digerakkan
oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau
olektrometer atau tidak mempeygunakan
uap air, gas alau uap tekanan tinggl dan
luas tempat usahanya diatas 100 M2
sampai dengan 500 M2 ditetapkan sebesar
Rp. 50.030,- (lima puluh ribu ruplan)

4, Golongan IV adalah perusabaan yars tidak Giygerakkan
oleh kekuatan uap air, gas atau elek-
trometer atau Lidak memperJwiakan  uap
air, gas atau uap tekanan tinggl dan
luas tempat usahanya diatas 500 Mg
sampai dengan 1000 MZ ditetapkan sebesar
Rp.  75.000,- (tujun puiuh  lina ribu

rupian)
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5. Colongan ¥ adaiab P umelimeil yeung tliign Loepeiannel
oleh kekuatan uap air, gas atau elek-
trometer atau tidak mempergunakan  uap
air, gas atau uap tekanan tinggi dan
luas tempat usahanya diatas 1600 My
ditetapkan sebesar Rp. 200,~ (dua ratus

rupiah} per meter persegi.
b. Pungutan Izin Undang-undang Gangguan :

1. Golongan 1 adalah perusahdan yang digerakkan oleh
kekuatan uap air, kekuatan gas atau
elektrometer atau tidak mempergunakan
uap air, gas atau uap tekanan tinggi
dengan kekuatan tidak melebihi 10 PK
ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua

puluh ribu rupian}

2. Golongan Il adalah perusahaan yang digerakkan oleh
kekuatan uvap air, kekuatan gas atau
elektrcmeter atau mempergunakan uap air,
gas atau wap tekanan tinggi  dengan
kekuatan melebihi 16 PX s/d 25 FK
ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima
puluh riba rupiah)

3. Golongan III adalah perusahaan yang digerakkan oleh
kekuatan uap ailr, kekuatan gas atau
elektrometer atau mempergunakan uap air,
gas ateu uap tekanan tinggl  dengan
kekuatan lebih dari 25 PK s/d 50 PFK
ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- {(tujuh
puluh lima ribu rupiah}

4. Golougan IV adalah perusshaan yang digerakkan oleh
kekuatan uvap air, kekuatan gas atau
elektrometer atau mempergunakan uap air,
gas atau uap tekanan tinggi  dengan
kekuatan lebih dari 50 PK ditetapkan
sebesar Rp. 100.000,- ({seratus ribu
rupiah}

{3} Untuk minyak tanah Zat-zat calr yang mudan terbekar

terdiri dari :

a. Agen dikenakan pungutan sebesar Rp. 55.000,- {lima
puluh ribu rupiah) ;
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fv. Bup Avgen  dlensRsn pralejuba mebenal b

(tiga puluh ribu rupiah) ;

¢. Pengecer dikenakan punguian sebesar Rp. 20.000,- (dua
pulauh ribu rupiahj .

(4) Dalam hal Izin Giberikan unbuk  perluasan perusahadll,
maka besarnya pungutan ditetapkan sebagal Lerikul

a. Apabila peluasan tersebut tidak pengaklboixso L=y i
bahnya golongan perusahaan tersebul kegolonan YR
jebih tinggl, maka besarnya pungutan adalen wagsroh
dari Larip pada ayat (2) pasal 1ni  Dbesdt YO LOrMdEnN
perusahean ita ;

b. Apabila peluasan tersebul  mengakibabkan ber ubalitya
golongan perusahadan tersebut kegolongan  yany 1leblih
tinggi, maka besarnya pungutan adalah sebesar  tarip
dari golongan perusahaan yang baru dimaksad pada

ayat (2) pasal ini.

Pasal 10

Untuk setiap permohonan dari pendaftaran  clang izin
Tenpat. Usaha  dan Tzin Undang—undang — Gangguaiiy (RinGer
Ordonantie) sebagainana Jdimaksud dalam Pasai 3 gyad 77 Fern-
aturan Daerah ini dikenakan biaya yang sama dengan permnohonan

izin baru.

pasal 1l
Pungutan. sebagalmana dimaksud dalaw Pasal 3 dau Baszal
10 Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatar heli  Dmerah  dan
harus disetor ke Kas Pemerintah Daerall melaul Bendallabawal

Khiusus Penerina pada Dinas Pendapatan Daexab.
BAB V
KETENTUAN PIDANA

rasal  ir

(1} Pelanguaran terhadap ketertuan-kelentuarn  doian  Feiablat

Daerah ini diancam pldand Kurungen solama-lamanys & {(elan)

bulan atau denda sebanyak-banyakuya Rp. 50,000 (lina  pueluh
ribu rupiah) ;

(2} Perbuatan sebadalindne dimaksud  pada ayal (17 sewn=e ini

adalah p=ianggarai.

1o
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(1)

(3}

(1)

{2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menye
bebkan rusaknya lingkungan hidup, Pemegang izin diancam
pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 {sepuluh}
tahurn  atau denda sebanyak-banysknya Rp. 160.000.000, -

(seratus Jjuta ruplh} ;

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan vyang
menyebabkab rusaknya lingkungan hidup atau  tercemarnya
lingkungan hidup, Pemegang Izin diancam pidana dengan
pidana penjara selama-lamenya 1 {satw) tahun atau denda
sebanyak-banvaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupih) ;

Perbuatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kejahatan
dan  perbuatan dimeksud pada ayat (2) pasal ini  adaieh pe-

1langgarar:.
BAB VI
. KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain q;eh Pejabat Penyidik Umum yéhé Dertugas menyidik
Cindak pidsna penyidikan atas pelanggaran tindak pidana
sebagaimana dimakswd dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan
Daerah: ini, dapat Jjuga dilakukan  oleh Pejabat Penyidik
Pegawal Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Peme:rinlah Daerah
yang pengangkatannya ditetapk;ﬁ éesuai dengan  Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat dimaksud pada

ayat {1} pasal ini berwenang :

Q. Menerima laporan atau pengaduan dari  seseorany Lenkang
adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di Lempat  keja

dian dan uwelakukan pemer iksaan ;

€. Menyuruh berhentl tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri lersanyka ; R

d. Melakuran penyitaan benda dan atau surat ;

- Mengambil sidik Jari atau memotret sesegrang ;

fi=

‘tezsangka altau saksi ;
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g, Merdataughan ovrang anll yany Giper Tukan Gensit by

dengan peneriksaan perkara ;

. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiva tersebut Dbukan merupakan tipdak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga-
nya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper

tanggung jawabkan.

(3} Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan,
tentang

a. pemeriksaan tersangka ;
b. pemasukan rumah ;

¢. penyitaan benda ;

d. pemeriksaan surat ;

e. peneriksaan saksi ;

E. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada

Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara R.I.

BaB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam waktu & (enam} bulan sejak berlakurya Peraturan
Daerah ini semua tempat usaha yang sebelumnya telah melakukan
kegiatannya, wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam

Peraturan Daerah ini.

Pasal ib

Hal-lial yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang nengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

oleh Kepala Daerah.

Pasal 17
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Pasal 17
peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,
agar supayd setiap orang dapat mengetanul, nemer intalhkan pengun-
dangar: Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerta.

Mojokerto, 4 Debruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KOTAMADYA DAERAH TINGRAT IT MOJOKERTO MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONO, 5.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubermur Kepala Dagrah Tingkat 1 Jawa Timur
tanggal 25 Jull 1992 Nomor 359/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERBH TINCKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembinzg Utama Madya
NIP. 010 016 4867

Diundangkai dalan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 1/B tahun 1992 Seri B pada tanggal 25 Agustus 1952.

an. WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadysa Daeral
Cabr. ttd.

Drs. BOIMIN

Libos 2 o - —

Pemblia

NIP. 016 045 Z41
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IT.

ATAS

DERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 171 MOJOKERTO
NOMOR : 1 TAHUN 1392

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER CRDONANTIE)

. PEHJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya penbangunan disegala bidang
dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkakt IT Mojokerto, maka dalam rangka pener-
tiban, keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan Pemerintah Daerah
memandang perlu  kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau
mengadakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ganggquan, harus memperoleh
Izin Tempat-Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanan Pasal 2 ayat (1) dari
Undang-undang Gangguan sebagaimana tertuang dalam Feraturan Daerah Kotapraija
Mojokerte Nomor 3 tahun 1959 dan ketentuan tentany Pajak Pendaftaran Perusa-
haan sebagimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18
tahun 1956 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mojokerto Nemor 17 tahun 1977 adalah
dirasa sudah tidak sesuval dan tidak memadai lagi dengan kebuluhan perkem-
hangan sekarang, karena itu periu diadakan perubahan gecara menyelurul: dan

dilganti dengan Peraturan Daerah irnduk baru.

PENJELASAN PASAT, DEMI PASAL
Pasal 1 1 Cukup Jelas ;

Pazal 2 ayal (2) huruf t : Tempat Usaha lainnya yang dimaksud disini adalah
termasuk usaha peternakan (baik ayam, Kambing
dan lain-lain) yang dapat menimbulkan bahays,
kerugian ataupun gangguan termasuk yang menye-
babkan pencemaran lingkungan hidup maupun gang-

guan lainnya.

Pasal 3 ayat (1) : dalam ketentuan ini dimaksud agar setiap orang
atau Badan Hukum yany menmperiuas tempat usahanya

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
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Pasal

ayat (2)

4 s/4 11

Gangyuan (ainder Girdunetiide SLgdthldd tatbiuse
1926 Juncto Staatsblad tabun 1940 Nomor 14 dan
450 mavpun tidak, harus melaporkan  kepada
Kepala Daerah dan dimintakan lzin dengan pemba-

haruan persyaratan sesual dengan yang ada .

: Cukup jelas.

; Cukup jelas.

~poCoo-
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